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ABSTRAK 

 Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan kelas II Palembang merupakan unit 

pelaksana teknis di lingkungan Kementrian Perhubungan di wilayah perairan 

Palembang dan sekitarnya yang berada dibawah dan bertanggung jawab secara 

langsung kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaplikasian penggunaan Indonesia Port Integration System 

(INAPORTNET) dalam pelayanan Clearance In dan Clearance Out di wilayah 

Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan kelas II Palembang. Permasalahan ini 

mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 

dan Pengusahaan Angkutan Laut, Peraturan Menteri Nomor 93 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Usaha Terkait Dengan Angkutan Di Perairan, dan Peraturan 

Menteri Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Melalui 

INAPORTNET. 

 Hasil dari penelitian ini adalah: Penerapan penggunaan Inaportnet  oleh 

Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan kelas II Palembang dalam pelayanan 

penerbitan SPB  belum optimal karena terdapat hambatan-hambatan dalam 

penerapanya, hambatan yang dihadapi pihak agensi perusahaan kapal dan Kantor 

Syahbandar Otoritas Pelabuhan kelas II Palembang dalam penggunaan Inaportnet 

dalam melakukan pelayanan SPB antara lain Dokumen yang kadaluarsa, 

Kurangnya pelatihan dan sosialisasi, dan Lemahnya jaringan internet,upaya yang 

dapat dilakukan pihak agensi perusahaan kapal dan Kantor Syahbandar Otoritas 

Pelabuhan kelas II Palembang dalam mengoptimalkan hambatan yang terjadi antara 

lain dengan menambah koneksi internet, membuat layanan customer service, 

memperpanjangan sertifikat yang kadaluarsa agar pada saat mengunggah sertifikat 

ke dalam sistem Inaportnet tidak terjadi masalah yang dapat menghambat proses 

penerbitan SPB dan diadakanya sosialisasi termasuk pelatihan agar pengguna jasa 

layanan Inaportnet tidak merasakan kebingungan dalam tahapan penggunaan 

layanan Inaportnet serta dapat menambah kecepatan internet supaya tidak terjadi 

masalah yang berkaitan dengan jaringan internet ketika proses mengunggah data 

dalam sistem Inaportnet. 

 

Kata kunci : Indonesia Port Integration System, SPB, Pelayanan, Upaya 
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ABSTRACT 

Class II Palembang Port Authority Syahbandar Office is a technical 

implementing unit within the Ministry of Transportation in Palembang waters and 

its surroundings which is under and directly responsible to the Director General of 

Sea Transportation. This study aims to determine the application of the use of the 

Indonesia Port Integration System (INAPORTNET) in Clearance In and Clearance 

Out services in the class II Port Authority Syahbandar Office area of Palembang. 

This problem refers to Ministerial Regulation Number 93 of 2013 concerning the 

Organization and Operation of Sea Transportation, Ministerial Regulation Number 

93 of 2013 concerning Conducting Business Related to Water Transportation, and 

Ministerial Regulation Number 8 of 2022 concerning Procedures for Ship Services 

Through INAPORTNET. 

The results of this study are: The implementation of the use of Inaportnet 

by the Class II Palembang Port Authority Syahbandar Office in the SPB application 

service is not optimal because there are obstacles in its application, obstacles faced 

by ship company agencies and the Class II Palembang Port Authority Syahbandar 

Office in using Inaportnet in carrying out SPB services include expired documents, 

lack of training and outreach, and weak internet network, efforts that can be made 

by the ship company agency and the Palembang class II Port Authority Syahbandar 

Office in optimizing the obstacles that occur include adding internet connections, 

making customer service services, extending expired certificates so that when 

uploading certificates into the Inaportnet system it does not happen problems that 

can hinder the process of issuing SPB and holding socialization including training 

so that Inaportnet service users do not experience difficulties in the stages of using 

Inaportnet services and can increase internet speed so that there are no problems 

related to the internet network when the process of uploading data in the Inaportnet 

system. 

Keywords : Indonesia Port Integration System, SPB, Services, Efforts 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian   

Indonesia merupakan negara maritim yang sebagian besar luas wilayahnya 

adalah perairan. Dengan bentang alam tersebut, Indonesia memiliki potensi 

ekonomi di sektor perairan yang dapat menunjang kesejahteraan rakyat 

Indonesia. Peranan transportasi laut sangat penting sebagai penghubung pulau 

di Indonesia, transportasi laut juga berperan dalam mendukung pertumbuhan 

ekonomi seperti kegiatan ekspor impor bagi perdagangan Indonesia. Salah satu 

sarana transportasi laut adalah kapal. Berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 

2008 tentang Pelayaran, kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis 

tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, 

ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, 

kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang 

tidak berpindah-pindah (Undang-Undang 17 Republik Indonesia, 2008).  

Untuk memberangkatkan sebuah kapal diperlukan dasar kelaiklautan 

kapal dengan diterbitkan Surat Persetujuan Berlayar sebagai salah satu bukti 

kapal sebagai laiklaut. Pada KSOP Kelas II Palembang, Surat Persetujuan 

Berlayar sudah diterbitkan melalui inaportnet. Inaportnet merupakan sistem 

yang digunakan untuk mempermudah proses pelayanan jasa yang lebih efektif 

dan efisien. Sistem inaportnet bersifat terbuka dan netral untuk bertukar data dan 

informasi secara terintegrasi. Inaportnet merupakan sistem yang bagus dan tepat 

karena dibuat dengan tujuan untuk mempermudah pelayanan penerbitan Surat 

Pesetujuan Berlayar di KSOP Kelas II Palembang. 

Berdasarkan PM. 157 tahun 2015 tentang Penerapan Inaportnet Untuk 

Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan kemudian diganti dengan PM. 192 

tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 

152 tahun 2015 tentang Penerapan Inaportnet Untuk Pelayanan Kapal dan 

Barang di Pelabuhan, beberapa wilayah di Indonesia telah menggunakan 

Inaportnet, KSOP Kelas II Palembang telah menggunakan aplikasi tersebut pada 

tahun 2018, akan tetapi belum keseluruhan perusahaan pelayaran menggunakan 

sistem tersebut dikarenakan belum memiliki izin usaha yang menjadi 

persyaratan pembuatan SPB yang harus di upload pada Inaportnet. 
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Pada tahun 2022 dikeluarkan PM. 8 tahun 2022 tentang Tata Cara 

Pelayanan Kapal Melalui Inaportnet sehingga agen-agen pelayaran atau 

perusahaan pelayaran wajib menggunakan Inaortnet paling lambat pada tanggal 

1 Januari 2023 untuk penerbitan Surat Persetujuan Berlayar secara elektronik 

dan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar secara manual tidak berlaku. Akan 

tetapi dalam penggunaan Inaportnet tersebut KSOP Kelas II Palembang belum 

optimal karena terdapat kendala dilapangan seperti kurangnya pemahaman agen 

penggunaan Inaportnet yang berdampak sering terjadinya gangguan pada akun 

yang telah dibuat sehingga proses penguploadan dokumennya tertunda, 

ditambah dengan koneksi jaringan buruk yang menyebabkan pelayanan 

penerbitan Surat Persetujuan Berlayar melalui Inaportnet tidak optimal yang 

secara prosedur bisa diterbitkan dalam waktu 3 menit apabila dokumen lengkap 

tetapi bisa tertunda hingga menjadi 1-2 hari jika dokumen belum lengkap. 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat 

permasalahan tersebut dalam kertas kerja wajib yang berjudul 

“OPTIMALISASI PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR 

DENGAN INDONESIA PORT INTEGRATION SYSTEM (INAPORTNET) 

UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN KANTOR KSOP KELAS II 

PALEMBANG”. 

B. Rumusan Masalah  

Dari uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

dapat disusun beberapa perumusan masalah yang timbul dari masalah tersebut. 

Penulis akan membahas permasalahan sebagai berikut :  

1. Apakah penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dengan menggunakan sistem 

Inaportnet sudah berjalan optimal di Kantor KSOP Kelas II Palembang ?  

2. Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh pihak KSOP Kelas II Palembang 

dalam mengoptimalkan pelayanan penerbitan SPB melalui Inaportnet ? 

C. Tujuan Penelitian   

Berdasarkan permasalahan yang sudah disebutkan diatas, adapun tujuan-

tujuan yang hendak dicapai oleh penulis, yaitu:  

1. Mengetahui optimalisasi penggunaan sistem inaportnet di Kantor KSOP 

Kelas II Palembang. 

2. Mengetahui upaya yang dilakukan pihak KSOP Kelas II Palembang untuk 
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mengoptimalkan pelayanan penerbitan SPB melalui Inaportnet. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Bagi Akademis 

Penelitian ini menjadi sarana untuk mengaplikasikan ilmu  

pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti pendidikan pada  

Program Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan serta,  

memenuhi salah satu persyaratan akhir dalam menyelesaikan Program  

Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan.  

2. Manfaat Bagi Instansi 

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai sistem 

Inaportnet. Dapat memperoleh informasi dan pengetahuan untuk dijadikan 

bahan acuan oleh penelitian berikutnya sehingga dapat menyajikan hasil 

penelitian berikutnya lebih baik serta lebih akurat. Menambah 

pengetahuan civitas akademika tentang pemahaman mengenai Inaportnet 

serta penggunaan sistem Inaportnet. Digunakan sebagai tambahan literatur 

dalam proses belajar serta digunakan untuk pengembangan lebih lanjut 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia terlebih di Kampus 

Politeknik Transportasi SDP Palembang. 

3. Manfaat Bagi Masyarakat   

Sebagai bahan pertimbangan bagi pengguna jasa dalam menerapkan 

sistem Inaportnet untuk meningkatkan pelayanan kapal dan barang di 

lingkungan pelabuhan serta dapat menjadi koreksi bagi penyedia layanan 

agar memperbaiki kekurangan yang ada dan bagi pengelolaan sistem agar 

dapat menyempurnakan lagi sistem yang sudah ada supaya lebih mudah 

dipahami. Penyedia layanan dapat lebih optimal lagi untuk memperbaiki 

sistem dan mengelola sistem dalam rangka berkiprah di era globalisasi 

zaman sekarang ini. 

E. Batasan Masalah  

Agar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Kertas Kerja Wajib  

(KKW) ini tidak menyimpang dan meluas dari fokus penelitian, maka 

diperlukan  adanya pembatasan ruang lingkup. Adapun batasan masalah 

penulisan Kertas Kerja  Wajib ini adalah sebagai berikut : 

1.  Lokasi penelitian adalah wilayah kantor KSOP kelas II Palembang. 
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2. Objek penelitian dalam prosedur pembuatan surat persetujuan berlayar 

(SPB) menggunakan sistem Indonesia Port Integration System 

(Inapornet). 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Pustaka  

1. Penelitian Terdahulu 

 Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengambil penelitian yang  

relevan agar hasil yang didapat lebih akurat. Untuk itu digunakan penelitian  

dengan metode yang sama yang membahas masalah Indonesia Port 

Integration System (Inapornet). Adapun review penelitiannya yaitu :  

Sulastri (2018) yang berjudul “Efektivitas Penggunaan Jaringan 

Komunikasi (INAPORTNET) Dalam Rangka Meningkatkan Hubungan 

Kerja Antar Perusahaan Pada Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan” 

dengan permasalahan yaitu adanya kesenjangan informasi antara pihak 

perusahaan yang menyebabkan hubungan timbal balik dan birokrasi dengan 

instansi yang terkait sangat rumit yang mengakibatkan kurang efektif. Analisa 

permasalahannya yaitu menganalisis nilai efektivitas penggunaan jaringan 

komunikasi (Inaportnet) dengan hubungan kerja antar perusahaan pada 

Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan dan menganalisis efisiensi 

penggunaan jaringan komunikasi (Inaportnet) pada periode 2016-2018. 

Meylia Avista (2020) yang berjudul “Implementasi Indonesia Port 

Integration System (INAPORTNET) Guna Meningkatkan Pelayanan Kapal 

Dan Barang Di Kantor KSOP Kelas I Tanjung Emas Semarang” dengan 

permasalahan yaitu kendala yang dirasakan oleh agen dalam menggunakan 

sistem Inaportnet di Kantor KSOP Kelas I Tanjung Emas Semarang dan 

langkah yang dapat dilakukan guna mendorong agen menggunakan sistem 

Inaportnet dalam meningkatkan pelayanan kapal dan barang di Kantor KSOP 

Kelas I Tanjung Emas Semarang. Analisis permasalahannya yaitu menganalis 

kendala yang dirasakan oleh agen dalam menggunakan sistem Inaportnet di 

Kantor KSOP Kelas I Tanjung Emas Semarang dan menganalisis langkah-

langkah yang dapat dilakukan guna mendorong agen menggunakan sistem 

Inaportnet dalam meningkatkan pelayanan kapal dan barang di Kantor KSOP 

Kelas I Tanjung Emas Semarang. 
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2. Teori Pendukung yang Relevan 

a. Optimalisasi adalah suatu proses, melaksanakan program yang telah 

direncanakan dengan terencana guna mencapai tujuan / target sehingga 

dapat meningkatkan kinerja secara optimal. 

b. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan / atau perairan 

dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan 

kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal 

bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bonagkar muat barang, 

berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan 

fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang 

pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda 

transportasi. 

c. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang 

digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik 

atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, 

kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan 

terapung yang tidak berpindah-pindah. 

d. Transportasi adalah proses atau kegiatan perpindahan barang maupun 

manusia dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud tujuan tertentu. 

Ada banyak jenis transportasi yang bisa kamu pilih, mulai dari 

transportasi darat, laut, hingga udara. Masing-masing transportasi 

memiliki bentuk, fungsi, dan biaya yang berbeda. Hal tersebut bisa 

disesuaikan dengan tujuanmu. 

e. Menurut R.A Supriyono (2021) pelayanan adalah kegiatan yang 

diselenggarakan organisasi menyangkut kebutuhan pihak konsumen dan 

akan menimbulkan kesan tersendiri, dengan adanya pelayanan yang baik 

maka konsumen akan merasa puas,dengan demikian pelayanan 

merupakan hal yang sangat penting dalam upaya menarik konsumen 

untuk menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Sedangkan 

definisi yang lain menyatakan bahwa pelayanan atau service adalah 

setiap kegiatan atau manfaat yang diberikan suatu pihak kepada pihak 

lainnya yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak pula berakibat 

pemilikan sesuatu dan produksinya dapat atau tidak dapat dikaitkan 
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dengan suatu produk fisik. 

f. Sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari kegiatan, komponen, 

unsur, elemen atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi dan 

saling berhubungan satu sama lain melakukan kerjasama dengan cara-

cara tertentu secara harmonis sehingga membentuk kesatuan untuk 

melaksanakan suatu fungsi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
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B. Landasan Teori  

1. Landasan Hukum  

Landasan hukum yang dimiliki sebagai landasan teori yang langsung  

berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu :  

a. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Pasal – 

pasal dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang  

Pelayaran yang berkaitan dengan landasan hukum penelitian ini  adalah 

sebagi berikut :  

1) Pasal 1 ayat (56)  

Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang 

diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk 

menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya 

ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin 

keselamatan dan keamanan pelayaran. 

2) Pasal 207 ayat (1) 

Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan 

keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan dan 

penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, 

dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan. 

b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Tata 

Cara Penerbitan Surat Izin Berlayar. Pasal-pasal dalam Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Angkutan Penyeberangan  dijelaskasn bahwa :  

1) Pasal 1 ayat (1) 

Penerbitan Surat Persetujuan Izin Berlayar adalah suatu 

kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap 

kapal yang akan berlayar berdasarkan surat pernyataan Nahkoda. 

2) Pasal 1 ayat (2) 

Surat Persetujun Berlayar adalah dokumen negara yang 

dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar 

c. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 

2022 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan 

Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan. 
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1) Pasal 3 ayat (1) 

Pemilik Kapal, operator Kapal, atau Nakhoda sebelum 

Kapal tiba di Pelabuhan wajib menyampaikan pemberitahuan 

kedatangan Kapal kepada Syahbandar dengan disertai surat, 

dokumen, dan warta Kapal. 

2) Pasal 3 ayat (2) 

Surat dan dokumen Kapal sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) paling sedikit terdiri dari:  

a) Surat ukur;  

b) Surat tanda kebangsaan Kapal;  

c) Sertifikat Keselamatan Kapal;  

d) Sertifikat garis muat;  

e) Sertifikat pengawakan Kapal;  

f) Dokumen muatan; dan  

g) Surat Persetujuan Berlayar dari Pelabuhan asal. 

3) Pasal 3 ayat (3) 

Warta Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat 

informasi mengenai kondisi umum Kapal dan muatan (ship 

condition) dengan ditandatangani oleh nakhoda. 

4) Pasal 3 ayat (4) 

Informasi mengenai kondisi umum Kapal dan muatan (ship 

condition) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat oleh 

Nakhoda dengan menggunakan format contoh 1 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

5) Pasal 8 ayat (1) 

Setiap Kapal yang Berlayar wajib memiliki Surat 

Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar.  

6) Pasal 8 ayat (2) 

Surat Persetujuan Berlayar harus memenuhi persyaratan 

Kelaiklautan Kapal dan daftar periksa pemenuhan kewajiban 

Kapal.  

7) Pasal 9 ayat (1) 
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Surat Persetujuan Berlayar tidak berlaku apabila Kapal 

dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat 

Persetujuan Berlayar diberikan Kapal tidak bertolak dari 

Pelabuhan. 

8) Pasal 11 ayat (1) 

Untuk memperoleh Surat Persetujuan Berlayar, pemilik 

Kapal atau operator Kapal mengajukan permohonan secara 

elektronik melalui sistem informasi elektronik berbasis internet 

kepada Syahbandar. 

9) Pasal 11 ayat (3) 

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

dilengkapi dengan:  

a) Surat Pernyataan Nakhoda (Master Sailing Declaration); 

b) Dokumen muatan / penumpang (manifest);  

c) Daftar awak Kapal (crew list);  

d) Bukti pemenuhan kewajiban sesuai dengan daftar periksa 

pemenuhan kewajiban Kapal;  

e) Surat, dokumen, dan warta Kapal. 

10) Pasal 11 ayat (4) 

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) Syahbandar melakukan pemeriksaan secara administratif. 

11) Pasal 11 ayat (5) 

Pemeriksaan secara administratif sebagaimana dimaksud 

pada butir (4) dilaksanakan melalui verifikasi dan validitas 

terhadap kelengkapan surat dan dokumen Kapal. 

12) Pasal 11 ayat (9) 

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) Syahbandar menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar. 
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2. Landasan Teori 

a. Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan  

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai 

tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang 

keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan 

pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian, dan 

pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan 

secara komersial. 

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) 

mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, dan penegakan hukum 

dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan 

pemerintahan dipelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan 

pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan 

secara komersial.  

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor Kesyahbandaran dan 

Otoritas Pelabuhan ( KSOP ) menyelenggarakan fungsi :  

1) Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, 

sertifikasi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal 

dan penetapan status hukum kapal.  

2) Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal.  

3) Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran 

terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang 

khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun, pengisian bahan 

bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, 

pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, laik 

layar dan kepelautan, tertib lalu lintas kapal diperairan pelabuhan 

dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta 

penerbitan surat persetujuan berlayar.  

4) Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan 

pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, penanganan musibah 

di laut, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim dan 

penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran.  

5) Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintah dipelabuhan yang 
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terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di 

bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.  

6) Pelaksanaan penyusunan rencana induk pelabuhan, daerah 

lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, 

serta pengawasan penggunaannya, pengusulan tarif untuk ditetapkan 

Menteri.  

7) Pelaksanaan penyediaan, pengaturan, dan pengawasan penggunaan 

lahan daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaan penahan 

gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan serta 

sarana bantu navigasi pelayaran.  

8) Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan dan kelestarian 

lingkungan dipelabuhan, keamanan dan ketertiban, kelancaran arus 

barang dipelabuhan.  

9) Pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal keluar masuk pelabuhan 

melalui pemanduan kapal, penyediaan dan/atau pelayanan jasa 

kepelabuhanan serta pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada 

badan usaha pelabuhan.  

10) Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional 

pelayanan jasa kepelabuhanan.  

11) Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan 

hubungan masyarakat serta pelaporan 

b. Syahbandar  

Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang 

diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk 

menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya 

ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan 

dan keamanan pelayaran. 

Menurut Randy Y.C. Aguw (2013 : 46), Kata Syahbandar 

menurut etimologisnya terdiri dari kata Syah dan Bandar. Syah berarti 

penguasa dan kata Bandar berarti: Pelabuhan-pelabuhan dan sungai-

sungai yang digunakan sebagai tempat kepil atau tempat labuh, tempat-

tempat kepil pada jembatan punggah dan jembatan-jembatan muat, 

dermaga-dermaga, cerocok-cerocok dan tempat-tempat kepil lainnya 
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yang lazim digunakan oleh kapal, juga daerah laut yang dimaksudkan 

sebagai tempat-tempat kepil kapal-kapal yang karena syaratnya atau 

sebab lain, tidak dapat masuk dalam batas-batas tempat kepil yang 

lazim digunakan. 

c. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) 

Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah dokumen negara yang 

dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar 

meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan 

kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya. 

g. Indonesia Port Integration System (Inaportnet) 

Inaportnet adalah portal elektronis yang terbuka dan netral yang 

digunakan sebagai sarana pertukaran data dan informasi layanan 

kepelabuhanan secara cepat, aman, dan transparan yang terintegrasi 

dengan instansi pemerintah terkait, badan usaha pelabuhan dan pelaku 

industri logistik untuk meningkatkan daya saing komunitas logistik 

Indonesia (ILCS, 2013). Sistem Inaportnet merupakan suatu sistem 

pengoperasian yang mengintegrasi kegiatan pelayanan kapal dan 

barang di pelabuhan yang berkaitan dengan perizinan (clearance) dari 

instansi terkait dan pemangku kepentingan di pelabuhan. Sistem 

Inaportnet diharapkan mampu meningkatkan kinerja kegiatan 

perdagangan dan lalu lintas barang serta mempercepat proses port 

clearance. Penerapan sistem Inaportnet memungkinkan pengiriman 

dokumen melalui satu portal yang dapat diakses dimana saja dan kapan 

saja oleh pemangku kepentingan yang terkoneksi dengan sistem 

Inaportnet. Penerapan Inaportnet untuk pelayanan kapal dan barang 

diundangkan pada 13 Oktober 2015 dan mulai berlaku setelah tiga 

bulan yaitu pada 13 Januari 2016 (Biro Komunikasi dan Informasi 

Publik, 2015).  

Dengan diterapkannya sistem Inaportnet pelabuhan diharapkan 

mampu menciptakan percepatan waktu proses clearance. Tujuan lain 

diberlakukannya sistem Inaportnet yaitu untuk meminimalisir kontak 

langsung (face to face) antara petugas dan pengguna jasa serta 

memangkas biaya yang diperlukan dalam seluruh kegiatan port 
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clearance, terutama terkait proses pelayanan kapal dan barang di 

pelabuhan guna meningkatkan pelayanan kapal dan barang di Kantor 

KSOP Kelas II Palembang. 

h. Karakteristik Penggunaan Inaportnet 

Inaportnet adalah sistem yang memudahkan pengguna layanan jasa, 

Inaportnet berbasis web artinya dapat selalu diakses dimana saja dan 

kapan saja, dalam praktek penerapan Inaportnet membutuhkan jaringan 

koneksi yang stabil dan kuat sehingga tidak terjadi keterlambatan atau 

gangguan ketika proses input data dalam proses clearance berlangsung, 

akibat lemahnya koneksi jaringan internet. 

i. Definisi Operasional yang di gunakan dalam Inaportnet    

Pelayanan Inaportnet dapat di akses dengan membuka portal 

Inaportnet yaitu : www.portal.inaportnet.com, pada portal tersebut 

pengguna akan banyak menemukan definisi operasional dalam 

kepelabuhanan. Adapun definisi operasional sering di temui dan di 

gunakan pada layanan Inaportnet sebagai berikut (Dunia Maritim, 

2017) : 

1) AP (Agen Pelayaran) 

2) PBM (Perusahaan Bongkar Muat) 

3) PMKU (Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha) 

4) LKK (Laporan Keberangkatan Kapal adalah laporan 

rencana kapal berangkat yang di sampaikan oleh perusahaan 

pelayaran kepada penyelenggara pelabuhan). 

5) SPM (Surat Persetujuan Kapal Masuk Pelabuhan (clearance 

in) adalah surat pesetujuan yang di terbitkan oleh 

Syahbandar berbentuk dokumen elektronik yang 

menerangkan kapal secara administratif telah memenuhi 

persyaratan kelaiklautan kapal dan diwajibkan untuk 

memasuki pelabuhan). 

6) RKBM (Rencana Kegiatan Bongkar Muat adalah laporan 

perusahaan bongkar muat kepada penyelenggara pelabuhan 

berupa informasi rencana kegiatan bongkar muat). 
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7) RPK-RO (Rencana Penambatan Kapal dan Rencana Operasi 

adalah dokumen yang di lengkapi informasi mengenai lokasi 

kapal tambat dan bongkar muat barang yang diajukan Badan 

Usaha Pelabuhan (BUP) kepada penyelnggara pelabuhan). 

8) PPK (Penetapan Penyandaran Kapal adalah dokumen yang 

di lengkapi informasi lokasi tembat kapal dan bongkar muat 

barang yang di tetapkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan 

Otoritas Pelabuhan). 

9) SI adalah instruksi pengapalan / pengiriman barang   yang 

dibuat oleh eksportir / pengirim barang kepada perusahaan 

pengangkutan). 

10) SPK (Surat Perintah Kerja adalah dokumen yang berisi 

perintah untuk melaksanakan pelayanan kapal yang di 

keluarkan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang 

meliputi kegiatan pemanduan, penundaan, dan tambat kapal. 

11) SPOG (Suat Persetujuan Olah Gerak adalah surat 

persetujuan yang diterbitkan oleh Syahbandar dalam bentuk 

dokumen elektronik bahwa kapal secara teknis administratif 

telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan 

pelayaran untuk melakukan pegerakan di pelabuhan). 

12) LK3 (Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal adalah 

laporan yang di sampaikan oleh perusahaan pelayaran 

kepada penyelenggara pelabuhan mengenai tanggal tiba dan 

tangal kapal berangkat, pelabuhan asal dan pelabuhan 

tujuan, serta data muatan kapal (bongkar dan/atau muat). 

13) SPB (Surat Persetujuan Berlayar (clearance out / port 

clearance) adalah surat persetujuan yang diterbitkan oleh 

Syahbandar dalam bentuk dokumen elektronik ahwa kapal 

secara teknis administratif telah memnuhi syarat 

kelaiklautan kapal dan kewajiban lainya untuk berlayar 

meninggalkan pelabuhan). 
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14) LAB (Laporan Angkutan Barang adalah daftar kegiatan 

bongkar / muat barang yang diajukan oleh perusahaan jasa 

terkait (EMKL / JPT) kepada penyelenggara pelabuhan). 

15) Warta Kapal adalah lapoan yang di sampaikan oleh 

perusahaan angkutan laut nasional, penyelenggara angkutan 

laut khusus, agen umum, dan / atau sub agen kepada 

penyelenggara pelabuhan dan Syahbandar mengenai kondisi 

umum kapal dan muatanya sebelum kapal memasuki 

pelabuhan (PKK dan SPM) dan / atau sebelum kapal 

meninggalkan pelabuhan (LK3, LKK dan SPB). 

16) Hub Payment adalah pusat kendali tagihan PNBP 

(Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari seluruh aplikasi 

online Kementrian Perhubungan yang akan di setorkan ke 

kas negara. 

j. Penggunaan Inapornet dalam pembuatan SPB 

Dalam pelaksanaan penggunan sistem pelayanan Inaportnet 

perusahaan diwajibkan memiliki hak akses masuk sistem Inaportnet 

sehingga pengguna layanan dapat log in dan mengakses pelayanan 

Inaportnet sesuai yang dibutuhkan. Oleh karena itu pengguna layanan 

Inaportnet harus terlebih dahulu membuat pengaujuan akses 

penggunaan pelayanan Inaportnet menggunakan browser pada alamat 

: http://inaportnet.dephub.go.id. Setelah mengajukan permohonan 

dan dikonfirmasi oleh sistem, maka pengguna jasa dapat 

melakukan login dengan user dan password yang sudah di tentukan 

oleh pengguna jasa. 

 

http://inaportnet.dephub.go.id/
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Gambar 2. 1 Login sistem Inaportnet 

Website tersebut merupakan Portal Inaportnet untuk 

penggunaan jasa yang meliputi pihak Agen Pelayaran (AP), 

Perusahaan Bongkar Muat (PBM), dan Jasa Pengurusan 

Transportasi (JPT) untuk melakukan permintaan pelayanan di 

sistem Indonesia port integration system. Setelah pengguna 

melakukan login pengguna jasa akan masuk ke beanda dan 

dapat melihat alur pelayanan yang berkaitan dengan 

kewenangan dari masing-masing pengguna jasa Inaportnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 2 Beranda sistem Inaportnet 
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Tahapan pembuatan akun baru Inaportnet : 

1. Buka http://inaportdev.dephub.go.id, klik Link “Registrasi user baru” 

2. Lengkapi isian data (bisa data dummy) username & password harus diingat 

Tanda * = harus diisi, email harus benar (bisa dibuka) 

3. Pilih yang sesuai, untuk : Pelabuhan(Wilayah Kerja) - Tipe User & - Nama 

Perusahaan 

4. Centang “Saya Bukan Robot” dan Klik Tombol Registrasi 

5. Buka email, konfirmasi/verifikasi email Anda dan tunggu email masuk Hasil 

Verifikasi oleh KSOP/OP/UPP 

6. Setelah mendapatkan email bahwa User Anda sudah diaktifkan oleh 

KSOP/OP/UPP. Silakan Melanjutkan “LOGIN” 

h. Perusahaan pelayaran atau agen pelayaran 

Menurut Suwarno (2011) perusahaan pelayaran adalah badan usaha milik 

Negara atau swasta, berbentuk perusahaan negara persero, Perseroan Terbatas 

(PT), Perseroan Comanditer, dan lain-lain, yang melakukan usaha jasa dalam 

bidang penyediaan ruangan kapal laut untuk kepentingan mengangkut muatan 

penumpang (orang) dan barang (dagangan) dari suatu pelabuhan asal (muat) 

kepelabuhan tujuan (bongkar), baik di dalam negeri (interinsulair) maupun luar 

negeri (ocean going shipping). Menurut Budi Santoso,(2015) Agen (agency) 

adalah hubungan antara dua pihak (utamanya) yang dituangkan dalam bentuk 

perjanjian atau bentuk yang lain, yang mana salah satu pihak (disebut agen) 

diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan untuk atas nama orang lain 

(dalam hal ini disebut prinsipal) dan tindakan agen tersebut akan mengikat 

prinsipal, baik itu disebabkan karena dituangkan dalam perjanjian atau 

disebabkan karena tindakan. Sedangkan menurut Engkos Kosasih,(2012), 

Keagenan umum (general agent) adalah perusahaan pelayaran yang ditunjuk 

oleh 8 perusahaan lain di Indonesia atau perusahaan asing di luar negeri 

(principal) untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan 

kapalnya. Jadi, perusahaan dapat menujuk agen dalam hal pelayanan terhadap 

kapalnya, tetapi juga dapat ditunjuk sebagai agen dalam hal pelayanan terhadap 

kapal milik perusahaan lain. 

Menurut (Fendi P, 2015) tugas agen pelayaran adalah sebagai berikut:  

a. Tugas pokok dari keagenan kapal adalah mewakili owner / principal 

http://inaportdev.dephub.go.id/
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dalam memenuhi ketentuan dan kewajibannya di pelabuhan singgah dari 

kapal yang diageni.  

b. Melaporkan kedatangan atau keberangkatan kapal, dan menyerahkan 

dokumen kapal kepada administrator pelabuhan atau kepala kantor 

pelabuhan setempat.  

c. Berkenan dengan jasa-jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh kapal 

tersebut.  

d. Penunjukan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) untuk kepentingan 

pemilik kapal.  

e. Menyelesaikan kebutuhan nahkoda dan anak buah kapal tentang 

proposion.  

f. Menyelesaikan dokumen kapal yang habis masa berlakunya atas beban 

pemilik kapal.  

g. Menjamin kegiatan operasional kapal di pelabuhan dan memungut uang 

jasa angkut (Freight) atas perintah pemilik kapal.  

h. Melakukan pembukuan dan pencairan muatan (Canvasssing).  

i. Menerbitkan konosement (Bill of Lading) dan atas nama pemilik kapal.  

j. Menyampaikan realisasi kinjungan kapal-kapal di pelabuhan serta 

menyelesaikan tagihan (Disbursement) dan Claim untuk nama pemilik 

kapal.  

k. Menyelesaikan pengisian bunker Bahan Bakar Minyak dan Air tawar.  

l. Memberikan informasi yang diperlukan oleh pemilik kapal. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

1. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Waktu yang digunakan untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal 

dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu 4 bulan mulai dari Maret 

2023 sampai Juni 2023. Lokasi pelaksanaan penelitian ini yaitu dilakukan di 

Kantor KSOP Kelas II Palembang. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya 

tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan 

berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah 

laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.  

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan 

cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih 

ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai 

pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.  

Tujuan penelitian kualitatif menurut Kriyantono, adalah untuk menjelaskan 

suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data 

yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan 

detail suatu data yang diteliti. 

3. Instrument Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif instrument penelitian yaitu pedoman 

wawancara, pedoman observasi dan kamera atau alat perekam. Instrument 

penelitian tersebut berguna untuk menganalisis permasalahan di lapangan 

menjadi lebih jelas serta mencapai tujuan penelitian. 

a. Pedoman Wawancara 

Transkrip wawancara berisi beberapa pertanyaan untuk mengetahui 

penyebab dari suatu permasalahan yang diteliti.  

Tabel 3. 1 Formulir Survei Wawancara  Perusahaan Pelayaran 

Nama responden : 



 

 

21 

 

Nama perusahaan pelayaran : 

NO Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaimana penerapan sistem inaportnet dalam 

pembuatan SPB di kantor KSOP Kelas II 

Palembang ? 

 

2 Apa kendala yang anda rasakan saat 

menggunakan sistem inaportnet ? 

 

3 Apakah sistem inaportnet memberikan 

kemudahan dalam proses pembuatan SPB ? 

 

4 Apakah menggunakan sistem inaportnet lebih 

efektif dibandingkan dengan sistem manual ? 

 

5 Apakah ada saran mengenai penerapan sistem 

inapornet di wilayah KSOP Kelas II Palembang 

agar lebih optimal ? 

 

 

b. Pedoman Observasi 

Observasi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu survei jarak antar 

kendaraan. 

Tabel 3. 2 Formulir Survei Perusahaan Pelayaran 

Nama responden : 

Nama Perusahaan pelayaran : 

NO Pertanyaan SS S KS TS 5TS 

1 Apakah anda sudah menggunakan aplikasi 

inaportnet untuk penerbitan SPB dengan 

optimal ? 

     

2 Apakah penerbitan SPB melalui inaportnet 

lebih efektif dibandingkan dengan manual 

? 

     

3 Apakah anda memahami cara penggunaan 

inaportnet untuk penerbitan SPB ? 

     

4 Apakah website inaportnet mempermudah 

penerbitan SPB di Kantor KSOP Kelas II 
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Palembang ? 

5 Apakah terdapat kendala dalam penerbitan 

SPB secara online di Kantor KSOP Kelas 

II Palembang ? 

     

6 Kendala yang dialami saat menggunakan 

inaportnet dalam penerbitan SPB ? 

 

 

c. Kamera atau alat perekam 

Sebagai alat untuk mengambil gambar atau foto kejadian pada objek 

yang diteliti sebagai bahan bukti sehingga dapat di jadikan sebuah data. 

4. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

mengenai penelitian yang akan dilaksanakan. Jenis dan sumber data dalam 

penelitian ini yaitu : 

a. Informan  

Berguna untuk memperoleh informasi atau data dari narasumber 

yang benar – benar menguasai informasi dari permasalahan secara 

mendalam serta dapat dipercaya menjadi sumber data yang mantap. 

Informan penelitian ini : 

Informan I : Kepala Seksi Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan 

dan Patroli 

Informan II  : Petugas Verifikasi SPB 

Informan III : Perusahaan atau agen pelayaran 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan 

dengan menyediakan dokumen yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti sebagai bukti yang akurat dari sumber informasi. Dalam 

kata lain pengertian dokumentasi secara umum adalah suatu kegiatan 

untuk melakukan pencarian, pengumpulan, dan penyediaan dokuem 

terhadap suatu perihal tertentu. Dokumentasi menurut Hamidi 

(2004:72), adalah suatu informasi yang berasal dari catatan penting 

baik dari lembaga ataupun organisasi maupun dari perorangan.  

Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data berupa : 

1. Data Perusahaan pelayaran 

2. Dokumen-dokumen dari pihak KSOP dan PT terkait persyaratan 

penerbitan SPB 



 

 

23 

 

c. Gejala atau fenomena yang diamati 

Adapun pengamatan yang dilakukan di Kantor KSOP Kelas II 

Palembang : 

1. Pengamatan tentang cara penerbitan SPB melalui Inaportnet 

2. Pengamatan tentang pemeriksaan dokumen terkait penerbitan SPB 
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5. Bagan Alir Penelitian 

Adapun proses penelitian yang dilakukan di Kantor Syahbandar 

Otoritas Pelabuhan kelas II Palembang diawali dari mengidentifikasi 

permasalahan dengan melakukan peninjauan secara langsung ke lokasi 

Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan kelas II Palembang, selanjutnya 

ditemukan rumusan permasalahan yang akan di teliti. Setelah itu dilakukan 

pengumpulan data-data baik itu data primer yang didapat dengan 

melakukan survey secara langsung maupun data sekunder yang didapat 

dengan mencari data-data di Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan kelas 

II Palembang dan data-data dari pihak keagenan PT yang akan membuat 

Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang berkaitan dengan permasalahan 

yang akan diteliti. Kemudian dilakukan rekapitulasi data - data tersebut 

untuk mempermudah mengelompokan data. 

Setelah semua data didapat maka dapat dilakukan analisis 

permasalahan dan mencari pemecahan permasalahannya serta 

menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan saran yang membangun 

kinerja dari Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan kelas II Palembang dan 

pihak keagenan PT yang akan membuat Surat Persetujuan Berlayar. 

Adapun proses kerja dapat dilihat dan ditunjukkan pada gambar bagan alir 

penelitian mulai dari awal sampai proses itu selesai. Bagan alir dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini : 
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Bagan alir penelitian 

Mulai 

Identifikasi Masalah 

Pengumpulan Data 

Data Primer : 

• Produktivitas 

Pembuatan SPB 

Inapornet dikantor 

KSOP Palembang 

selama 3 bulan 

• Survei pemahaman agen 

menggunakan aplikasi 

Inapornet 

Data Sekunder : 

• Data PT Kapal yang 

membuat SPB di KSOP 

Palembang 

• Data Perusahaan 

pelayaran 

Pengolahan Data 

Analisis Data 

1. Analisis optimalisasi penggunaan Inaportnet 

dalam Penerbitan SPB di Kantor KSOP Kelas 

II Palembang 

2. Analisis upaya yang dilakukan pihak KSOP 

Kelas II Palembang dalam mengoptimalkan 

pelayanan penerbitan SPB melalui Inaportnet  

 

Kesimpulan dan Saran 

Pemecahan Masalah 

Selesai 
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B. Teknik Pengumpulan Data  

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang di yang diperoleh atau dikumpulkan 

langsung dari sumbernya atau berdasarkan pengamatan langsung di 

lapangan. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau 

perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukuan oleh peneliti. 

Kemudian data yang telah didapatkan tersebut dicatat dan disahkan agar 

dapat digunakan sebagai data untuk menganalisa permasalahan yang ada 

secara tepat, akurat, dan pasti. Data primer ini antara lain : 

a. Metode Observasi  

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan langsung secara cermat dan sesuai dengan keadaan yang 

sedang terjadi. Penulis menggunakan metode ini dengan mengamati 

secara langsung mengenai kondisi di Kantor KSOP Kelas II Palembang 

ssat ini. Data yang didapat setelah melakukan observasi adalah data 

berupa dokumentasi kendala dalam Penerbitan Surat persetujuan 

Berlayar dengan sistem Inaportnet. 

b. Studi Dokumentasi  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu dapat 

berupa tulisan maupun gambar. Dokumen yang berbentuk tulisan 

berupa catatan mengenai cerita, biografi, peraturan dan kebijakan. 

Menurut (sugiyono:2014:82), bahwa : “studi dokumen merupakan 

perlengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam 

penelitian kualitatif”. Oleh karena itu, metode dokumentasi dapat 

digunakan untuk memperoleh data-data dokumen mengenai peraturan 

dan kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan Penerbitan Surat 

Persetujuan Berlayar dengan sistem Inaportnet di Kantor KSOP Kelas 

II Palembang.  

c. Metode Wawancara 

Metode wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

mendapatkan informasi secara langsung dengan menyajikan pertanyaan 

kepada narasumber yang dinilai untuk mengetahui kondisi yang ingin 

diketahui sehubungan dengan masalah yang akan dibahas. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau 

data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi dan telah di olah oleh pihak 

lain. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah 

diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan 

lain sebagainya. Data sekunder ini antara lain :  

a. Metode Kepustakaan (Literatur) 

Metode ini dilakukan dengan cara mencari literatur atau dokumentasi 

dari berbagai sumber yang ada mengenai teori – teori serta data yang 

terkait dalam pemecahan masalah di Kertas Kerja Wajib (KKW) ini. 

b. Metode Institutional 

Data ini dikumpulkan dari berbagai instansi yang terkait, yaitu : 

a) Dokumen – dokumen dari pihak Kantor Syahbandar Otortitas 

Pelabuhan kelas II Palembang mengenai kelengkapan untuk 

mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). 

b) Dokumen – dokumen dari pihak keagenan PT yang akan membuat 

Surat Persetujuan Belayar (SPB) agar kelengkapan data untuk pihak 

Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) kelas II Palembang. 
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C. Teknik Analisis Data  

Dalam menganalisis diperlukan landasan teori yang berhubungan dengan 

penelitian yang dilakukan sehingga didapatkan hasil analisis yang akurat. 

Analisis yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan secara observasi 

adalah dengan metode deskriptif yaitu dengan memberikan gambaran tentang 

fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dilapangan dengan sistematis dan cermat, 

untuk kemudia dibandingkan dengan teori yang ada sehingga bisa diberikan 

solusi untuk masalah tersebut setelah peneliti melakukan pengamatan 

mengenail kendala yang dihadapi oleh Kantor KSOP Kelas II Palembang 

dalam penerbitan Surat persetujuan Berlayar dengan sistem Inaportnet 

berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang 

Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. 

Pada penelitian yang telah dilakukan terdapat juga faktor penting untuk 

mengetahui permasalahan yang terjadi dilapangan dan dapat di analisa sebagai 

bahan untuk mengindentifikasi masalah yang ada, yaitu: 

1. Kendala Agen  

Mengetahui mengapa pihak agen belum memahami prosedur 

pengajuan pembuatan surat persertujuan berlayar, adapun alasan-alasan 

operator kapal baik dari segi tidak memahami tata cara penggunaan 

website internet, kurang paham penggunaan alat elektronik, ataupun cara 

pengiriman dokumen-dokumen secara online.  

2. Kendala Petugas Syahbandar 

Mengetahui mengapa pihak petugas syahbandar masih terkendala 

dalam pembuatan surat persetujuan berlayar dengan system 

INAPORNET, adapun alasan-alasan pihak petugas syahbandar dari segi 

pemahaman pegawai tentang tata cara penggunaan media komputer, 

kesiapan alat pendukung seperti computer dan media internet di kantor 

KSOP kelas II Palembang serta kendala system eror saat mengakses situs 

website inaportnet.  

3. Prosedur Pembuatan Surat Persetujuan Berlayar 

Menganalisa tata cara pembuatan atau cara penerbitan surat 

persetujuan berlayar yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan 

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerbitan 
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Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan. 

4. Upaya yang dilakukan pihak KSOP untuk pengoptimalan penerbitan SPB 

  Mengetahui upaya yang akan dilakukan oleh pihak KSOP terkait 

belum optimalnya pelayanan SPB melalui Inaportnet di Kantor KSOP Kelas 

II Palembang dengan mengadakan sosialisasi dan penambahan layanan 

customer service secara langsung maupun online. 
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 BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian 

1. Gambaran Lokasi Penelitian 

a. Kondisi Geografis 

Secara astronomis Provinsi Sumatera Selatan terletak pada antara 

1ʹ–4ʹ Lintang Selatan dan 102ʹ - 106ʹ Bujur Timur dengan luas daerah 

seluruhnya 91.592,433km2 . Terdiri dari 17 kabupaten/kota yaitu Kota 

Palembang, Prabumulih, Pagar Alam, dan Lubuklinggau. Kabupaten Ogan 

Komering Ulu, Ogan Komerin Ilir, Muara Enim, Lahat, Musi Rawas, Musi 

Banyuasin, Banyuasin, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu 

Timur, Ogan Ilir, Empat Lawang, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), 

Musi Rawas Utara.  

Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang ada di 

PulauSumatera. Ibukota dari Provinsi Sumatera Selatan adalah Kota 

Palembang. Provinsi Sumatera Selatan dikenal sebagai Bumi Sriwijaya. 

Klasifikasi iklim berdasarkan suhu dan kelembaban udara dengan simbol A 

dan B.iklim A atau tropis suhu rata-rata bulanan tidak kurang dari 180o, 

suhu rata-rata tahunan 200o-250o, curah hujan rata-rata lebih dari 

7cm/tahun.iklim B atau iklim gurun tropis atau iklim kering dengan ciri 

terdapat di daerah gurun dan daerah semiand (steppa), curah hujan terrendah 

kurang dari 25,4/tahun dan pengupan besar. 

b. Batas Administrasi 

Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Sumatera Selatan 

memiliki batas-batas yaitu : 

Sebelah Utara   : Provinsi Jambi 

Sebelah Selatan  : Provinsi Lampung 

Sebelah Barat   : Provisni Bengkulu 

Sebelah Timur  : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
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Gambar 4. 1 Peta Administrasi Provinsi Sumatera Selatan 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, (2022) 

c. Kependudukan 

Penduduk Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan hasil Sensus 

Penduduk tahun 2021 sebanyak 8.467.432 jiwa yang terdiri atas 4.320.078 

jiwa penduduk laki-laki dan 4.147.354 jiwa penduduk perempuan. 

Kepadatan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 mencapai 

92,45 jiwa/km2. Kepadatan penduduk di 17 kabupaten/kota cukup beragam 

dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kota Palembang dengan 

kepadatan sebesar 4.519,93 jiwa/km2 dan terendah di Kabupaten Pagaralam 

sebesar 31,43 jiwa/km2. 

Pada tahun 2021 jumlah angkatan kerja di Sumatera Selatan 

sebanyak 4.329.746 orang. Perkembangan jumlah angkatan kerja 

mengalami peningkatan dari tahun 2020. Sementara untuk tingkat 

pengangguran Sumatera Selatan pada tahun 2021 sebesar 5,51 persen. 

Angka pengangguran ini dihitung dengan mendefinisikan menganggur 

sebagai mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin 

mendapat pekerjaan dan sudah mendapat pekerjaan tetap tetapi belum mulai 

bekerja. 
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Tabel 4. 1 Luas Daerah dengan Jumlah Penduduk Menurut  

      Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 
Wilayah 

Kabupaten/Kota 

Luas Wilayah (KM2) Jumlah Penduduk  

(2022) 

Palembang 369,22 1.668.848 

Prabumulih 251,94 193.196 

Pagar Alam 633,66 143.844 

Lubuklinggau 401,50 234.166 

Ogan Komering ulu 4.797,06 367.603 

Ogan Komering Ilir 18.359,04 769.348 

Muara Enim 7.383,90 612.900 

Lahat 5.311,74 430.071 

Musi Rawas 6.350,10 395.570 

Musi Banyuasin 14.266,26 622.206 

Banyuasin 11.832,99 836.914 

Ogan Komering Ulu Selatan 5.493,94 408.981 

Ogan Komering Ulu Timur 3.370,00 649.853 

Ogan Ilir 2.666,09 416.549 

Empat Lawang 2.256,44 333.622 

PALI 1.840,00 194.900 

Musi Rawas 6.008,22 188.861 

Provinsi Sumatera Selatan 91.592,433 8.467.432 

    Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan (2021) 

Berdasarkan data tabel 4.1 dapat dilihat penduduk terbesar di Provinsi 

Sumatera Selatan yaitu Kota Palembang dengan jumlah penduduk 1.668.848 jiwa 

dengan luas wilayah 369,22 km2 dan jumlah penduduk terkecil yaitu Kabupaten 

Musi Rawas Utara dengan jumlah penduduk 188.861 jiwa dengan luas wilayah 

6.008,22 km2. 
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Tabel 4. 2 Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 

Wilayah Kabupaten/Kota Laju Pertumbuhan (%) 

Palembang 1,29 

Prabumulih 1,68 

Pagar Alam 1,29 

Lubuklinggau 1,44 

Ogan Komering ulu 1,24 

Ogan Komering Ilir 0,53 

Muara Enim 1,04 

Lahat 1,49 

Musi Rawas 1,03 

Musi Banyuasin 1,01 

Banyuasin 1,07 

Ogan Komering Ulu Selatan 2,50 

Ogan Komering Ulu Timur 0,61 

Ogan Ilir 0,87 

Empat Lawang 4,18 

PALI 1,62 

Musi Rawas Utara 1,06 

Provinsi Sumatera Selatan 1,25 

    Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan (2021) 

 

Berdasarkan data tabel 4.2 dapat dilihat laju pertumbuhan penduduk 

tertinggi pada Provinsi Sumatera Selatan adalah Empat Lawang yaitu 4,18% dan 

terendah pada Ogan Komering Ilir yaitu 0,53%. 

2. Sarana  

Pengertian Sarana kerja kantor adalah sautu fasilitas berupa barang atau 

benda bergerak yang secara langsung berfungsi untuk memudahkan 

pelaksanaan proses kegiatan kantor dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Berikut sarana yang terdapat di kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan 

Kelas II Palembang : 

1) Ruangan kantor 

Ruang kantor adalah tempat pegawai mengerjakan suatu pekerjaan. 

Didalam ruang kantor terdapat fasilitas meja, kursi, komputer, printer dan 

perlatan penunjang kerja lainnya. 
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Gambar 4. 2 Ruang Kantor 

2) Kendaraan dinas 

Kendaraan dinas adalah kendaraan yang biasa digunakan oleh Kepala 

Kantor KSOP Kelas II Palembang yang biasanya dikendarai supir pribadi. 

 

Gambar 4. 3 Kendaraan Dinas 

3) Meja dan kursi 

 Meja dan kursi adalah sarana untuk pegawai mengerjakan sesuatu pekerjaan 

yang ada. 

 

Gambar 4. 4 Meja dan Kursi Kerja 
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3) Lemari arsip 

 Lemari arsip adalah tempat penyimpanan kertas arsip yang masih 

dibutuhkan dalam suatu pekerjaan. 

 

Gambar 4. 5 Lemari Arsip 

4) Komputer dan Printer 

Komputer dan printer adalah alat untuk mengerjakan suatu pekerjaan di 

Kantor KSOP Kelas II Palembang.  

 

Gambar 4. 6 Komputer dan Printer 

3. Prasarana  

Pengertian prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang 

utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan 

sebagainya). 

1) Gedung kantor KSOP kelas II Palembang 

Gedung ini terletak di Jl. Walikota Memet Sastrawirya No. 147 Boom Baru 

Palembang. Kantor KSOP kelas II Palembang terdiri atas 3 lantai. 
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Gambar 4. 7 Gedung Kantor KSOP kelas II Palembang 

2) Pos Security 

Pos security biasa disebut pos satpam merupakan segala sesuatu yang 

merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, 

pembangunan, proyek, dan sebagainya). Kondisi pos satpam kantor KSOP 

kelas II Palembang dijaga oleh 2 orang satpam. 

 

 

Gambar 4. 8 Pos Security 

3) Lapangan Parkir 

Lapangan Parkir adalah tempat atau lokasi untuk pemberhentian kendaraan 

baik roda 4 (mobil) maupun kendaraan roda 2 (sepeda motor) yang bersifat 

lama atau ditinggalkan pengemudi saat bekerja dikantor. Lapangan parkir 

kantor ini cukup luas dan memadai untuk menapung seluruh kendaraan 

pegawai kantor KSOP kelas II Palembang. 
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Gambar 4. 9 Lapangan Parkir 

4) Pusat Pelayanan Informasi 

Pusat pelayanan informasi adalah sebuah layanan untuk memudahkan 

aksesibilitas dan kecepatan dalam memperoleh informasi pelayanan publik.  

 

 

Gambar 4. 10 Pusat Pelayanan Informasi 

5) Ruang Tunggu Tamu 

Ruang ini biasa digunakan para tanu dalam proses menunggu seseorang 

yang ingin ditemui dikantor tersebut. Ruang tunggu dikantor KSOP kelas II 

Palembang dilengkapi dengan fasilitas TV dan Ac serta kursi tamu yang 

nyaman dan bersih. 
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Gambar 4. 11 Ruang Tunggu Tamu 

6) Toilet  

Toilet dikantor KSOP kelas II Palembang bersih dan terawat di karenakan 

selalu dibersihkan setiap harinya oleh petugas kebersihan yang ada dilungkuna 

kantor ini. 

 

Gambar 4. 12 Toilet 

7) Loket 

Loket adalah penyedia layanan administrasi untuk pengguna jasa. Loket 

Kantor KSOP kelas II Palembang terdiri dari loket PNBP, seksi LALA, seksi 

SKSK, seksi KBPP, dan subbag TU. 
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Gambar 4. 13 Loket 

8) Mushola 

Tempat ibadah umat muslim yang sering digunakan karyawan kantor KSOP 

kelas II Palembang. Kondisi musholah bersih dan nyaman digunakan. 

 

 

Gambar 4. 14 Mushola 

9) Kantin  

Kantin adalah ruang tempat menjual minuman dan makanan. Suasana 

kantin KSOP kelas II Palembang cukup ramai dan terpantau aman. 
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Gambar 4. 15 Kantin 
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4. Instansi Pembina 

Adapun struktur organisasi yang terdapat di KSOP kelas II 

Palembang adalah sebagai berikut :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA KANTOR 
KESYAHBANDARAN DAN 
OTORITAS PELABUHAN 

Mayor Mar. SANDI VARIKTA, S.E. 

NRP. 17754/P 

Pembina TK.I (IV/a) 

KEPALA SUB BAGIAN TATA 
USAHA 

IKA HANDAYANI, S.KOM., M,M. 

NIP. 1984111132006042001 
PENATA TK.I (III/d) 

 

KEPALA SEKSI 
KESELAMATAN BERLAYAR, 
PENJAGAAN DAN PATROLI 

FERILAND SARAGIH 

NIP. 197705122007121001 
Penata TK.I (III/d) 

KEPALA SEKSI LALA & 
ANGKUTAN LAUT &USAHA 

KEPELABUHAN 
MOHAMMAD ICHSAN, S.T., M.A. 

NIP.197608292003121001 
Penata TK.I (IV/a) 

KEPALA SEKSI STATUS 
HUKUM DAN SERTIFIKASI 

KAPAL 
SUNARSO, S.T., M.M. 

NIP.198306012007121002 
Penata (III/d) 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Kepala Wilayah Kerja Tanjung Api-
Api 

Racmad Syahid, S.E., M.Si. 

NIP.196911251990091001 
Penata (III/c) 

Kepala Wilayah Kerja Prambatan 
Yudi Kurniawan, S.H., M.Mar.E. 

NIP.198510272007121001 
Penata (III/b) 

Kepala Wilayah Kerja 
Sungai Lilin 

KMS. A. Ikhwan Ashadhi, S.H. 

NIP.198602272007121001 
Penata (III/c) 

Kepala Wilayah Kerja Karang Agung 
Capt. Mareda Gosta, S.SiT., M.M., M.Mar. 

NIP.198003192007121001 
Penata (III/c) 

Kepala Wilayah Kerja  Gandus 
E.Heru Susanto., S.Sos., M.Si., M.Mar.Eng. 

NIP.197602162007121002Penata (III/c) 

Kepala Wilayah Kerja 
Jakabaring 

Shanty Katharina Sinaga, S.H., M.H. 

NIP.197803162007122002 
Penata (III/c) 

Kepala Wilayah Kerja Musi Rawas 
Syarif Hidayat, S.E. 

NIP.197506182006041002 
Penata (III/c) 

Kepala Wilayah  
Pos Bandar 

Muhari 

NIP.19671217199003100
1 

Penata (III/b) 
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a. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Kantor KSOP 

 Organisasi merupakan integrasi dari sejumlah spesialisasi 

yang bekerja sama dengan rasional dan juga inpersonal untuk mencapai 

beberapa tujuan yang spesifik, dengan perkataan lain menyatakan 

bahwa organisasi merupakan suatu kerangka berisi wewenang, 

tanggung jawab dan pembagian tugas untuk menjalankan suatu fungsi 

tertentu. Pembagian kerja, tugas, wewenang dan juga tanggung jawab 

setiap anggota memberikan gambaran yang jelas melalui struktur 

organisasi. Struktur organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 

Pelabuhan adalah sebagai berikut:  

1) Kepala Kantor Kesyahbadaran   

Kepala kantor kesyahbandaran mempunyai tugas dan fungsi 

mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi 

penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

2) Bagian Tata Usaha  

Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan 

perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan 

hubungan masyarakat serta pelaporan di lingkungan kantor 

kesyahbandaran utama yang terdiri dari subbag perencanaan dan 

keuangan dan subbag kepegawaian umum dan humas. 

3) Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal  

Bidang status hukum dan sertifikasi kapal mempunyai tugas 

melaksanakan pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi keselamatan 

kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen 

keselamatan kapal, serta penetapan status hukum kapal. Terdiri 

dari seksi status hukum kapal, seksi sertifikasi keselamatan kapal 

dan seksi sertifikasi pencegahan pencemaran dan manajemen 

keselamatan kapal. 

4) Bidang Keselamatan Berlayar  

Bidang keselamatan berlayar mempunyai tugas 

melaksanakan pengawasan tertib lalu lintas kapal di perairan 

pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, 
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serta penerbitan surat persetujuan berlayar. Terdiri dari seksi 

kepelautan, seksi tertib bandar dan seksi tertib berlayar. 

5) Bidang Penjagaan, Patroli dan Penyidikan  

Bidang penjagaan, patroli dan penyidikan mempunyai tugas 

melaksanakan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran 

terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang 

khusus, pengisian bahan bakar, limbah bahan berbahaya dan 

beracun (B3), ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, 

pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, 

kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, salvage dan pekerjaan 

bawah air, pelaksanaan bantuan pencarian dan penyelamatan 

(search and Rescue / SAR), pengendalian dan koordinasi 

penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di 

pelabuhan, pengawasan pelaksanaan perlindungan di lingkungan 

maritim, pemeriksaan dan verifikasi sistem keamanan kapal dan 

fasilitas pelabuhan (Internasional ship and port facility security 

code / ISPS-code), pemeriksaan pendahuluan pada kecelakaan 

kapal, penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan 

pelayaran serta koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan 

yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakkan 

hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran. Terdiri 

dari seksi penjagaan, seksi patroli dan seksi penunjang keselamatan 

dan penyidik. 

6) Kelompok Jabatan Fungsional  

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan 

kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

 

b.  Tugas dan Fungsi Kantor KSOP menurut PM 34 Tahun 2012 

 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 2 peraturan menteri perhubungan nomor PM 34 tahun 2012, 

kantor kesyahbandaran utama menyelenggarakan fungsi :  

1) Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, 
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keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan serta penerbitan 

surat persetujuan berlayar;  

2) Pelaksanaan pengawasan tertib lalu lintas kapal di perairan 

pelabuhan dan alur pelayaran;  

3) Pelaksanaan pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, 

kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air, pemanduan dan 

penundaan kapal;  

4) Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran 

terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya dan beracun 

(B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi 

penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan 

reklamasi;  

5) Pelaksanaan bantuan pencarian dan penyelamatan (search and 

rescue / SAR), pengendalian dan pemadaman kebakaran di 

pelabuhan serta pengawasan pelaksanaan perlindungan lingkungan 

maritim;  

6) Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal;  

7) Penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  

8) Pelaksanaan koordinasi serta kegiatan pemerintahan di pelabuhan 

yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakkan 

hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran; dan  

9) Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan 

hubungan masyarakat. 

 

c. Wilayah Kerja Kantor KSOP 

Ada 8 Wilayah kerja Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan kelas 

II Palembang, antara lain : 

1. Wilayah Kerja Tanjung Api-Api 

Wilayah Kerja Tanjung Api-Api merupakan Wilayah kerja 

yang berada di Pelabuhan Tanjung Api-Api yang berfungsi mengawasi 

pergerakan kapal diperairan Tanjung Api-Api dan sekitarnya, Wilayah 

kerja Tanjung Api-Api ini dikepalai oleh Bapak Rachmad Syahid, S.E, 
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M.Si. 

2. Wilayah Kerja Prambatan 

Wilayah Kerja Prambatan merupakan wilayah kerja yang 

berada diwilayah daerah Prambatan yang berfungsi mengelola dan 

mengawasi perairan di sekitar daerah Prambatan, Wilayah kerja 

Prambatan ini dikepalai oleh Yudi Kurniawan, S.H, M.Mar.E.  

3. Wilayah Kerja Sungai Lilin 

Wilayah Kerja Sungai Lilin merupakan wilayah kerja yang 

berada di Sungai Lilin yang berfungsi sebagai tempat pengawasan dan 

pengelolaan perairan sekitar Sungai Lilin, Wilayah kerja Sungai Lilin 

ini dikepalai oleh Bapak KMS. A Ikhwan Ashadwi, S.H. 

4. Wilayah Kerja Karang Agung 

Wilayah Kerja Karang Agung merupakan wilayah kerja yang 

mengelola dan megawasi perairan sekitar daerah Karang Agung, 

Wilayah kerja Karang Agung ini dikepalai oleh Bapak Capt. Maredaa 

Gosta, S.SiT, M.Mar.   

5. Wilayah Kerja Gandus 

Wilayah kerja Gandus berfungsi mengelola dan mengawasi 

kegiatan pergerakan Kapal-kapal laut disekitar perairan Gandus, 

Wilayah Kerja Gandus ini dikepalai oleh Bapak E. Heru, S. Sos, M.Si, 

M.Mar.Eng. 

6. Wilayah Kerja Jakabaring 

Wilayah Kerja Jakabaring berfungsi mengelola dan mengawasi 

kegiatan dan pergerakan kapal laut disekitar perairan Jakabaring, 

Wilayah Kerja Jakabaring ini dikepalai oleh Ibu Shanty Khatarima, 

S.H, M.M. 

7. Wilayah Kerja Musi Rawas 

Wilayah kerja Musi Rawa berfungsi sekitar wilayah perairan 

Musi Rawas, Wilayah kerja Musi Rawas ini dikepalai oleh Bapak 

Syarif Hidayat, SE. 

8. Wilayah Pos Bandar 

Wilayah Pos Bandar merupakan wilayah yang dibawahi 

langsung oleh Seksi Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patroli 
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(KBPP) serta dikepalai oleh Bapak Muhari 

5. Produktivitas  

a. Produktivitas penerbitan SPB di Kantor KSOP kelas II Palembang 

selama 5 tahun terakhir 

Berdasarkan data yang didapatkan dari Kantor Syahbandar 

Otoritas Pelabuhan kelas II Palembang diketahui data produktivitas 

penerbitan SPB kapal selama 5 tahun terakhir dari tahun 2018 sampai 

tahun 2022. Data produtivitas tahunan dapat dilihat pada tabel 4.3 

sebagai berikut : 

Tabel 4. 3 Data Produktivitas penerbitan SPB di Kantor KSOP kelas II Palembang 

selama 5 tahun terakhir 

Uraian 
Tahun 

2018 2019 2020 2021 2022 

Pemberitahuan Kedatangan 

Kapal (PKK) 

2270 2078 1942 1951 6650 

Surat Persetujuan Masuk 

(SPM) 

2233 2074 1944 1948 6643 

Laporan Kedatangan Kapal 

(LKK) 

2184 2037 1918 1918 1754 

Laporan Kedatangan dan 

Keberangkatan Kapal (LK3) 

2184 2038 1918 1918 6177 

Surat Persetujuan Berlayar 

(SPB) 

2184 2038 1918 1915 6168 

 Sumber : Monitoring INAPORTNET KSOP (2023) 

b. Produktivitas penerbitan SPB di Kantor KSOP kelas II Palembang 

selama proses praktek kerja lapangan di Kantor KSOP kelas II 

Palembang yaitu 3 bulan. 

Tabel 4. 4 Data Produktivitas penerbitan SPB di Kantor KSOP kelas II Palembang 

selama 3 bulan terakhir 

Uraian 
Tahun 

Maret April Mei 

Pemberitahuan Kedatangan Kapal 

(PKK) 

1052 851 957 

Surat Persetujuan Masuk (SPM) 1060 853 953 

Laporan Kedatangan Kapal 

(LKK) 

0 0 0 

Laporan Kedatangan dan 

Keberangkatan Kapal (LK3) 

1068 832 990 

Surat Persetujuan Berlayar (SPB) 1059 832 990 

              Sumber : Perhitungan peneliti Selama PKL di KSOP kelas II Palembang  
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6. Jaringan TSDP 

Kondisi Umum Sistem Transportasi, akses transportasi dari dan ke 

Provinsi Sumatera Selatan saat ini bisa dikatakan cukup lengkap. Jalur 

tersebut meliputi akses moda darat, moda laut, dan moda udara. 

a. Moda Transportasi Darat 

Pada tahun 2021, jalan di Provinsi Sumatera Selatan dalam kondisi 

baik 62,35%, kemudian dalam kondisi sedang 28,69%, kondisi rusak 4,40% 

dan 4,56% dalam kondisi rusak berat. Jumlah kendaraan bermotor yang 

terdapat di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 antara lain 244,22 ribu 

mobil penumpang, 1,69 ribu bus, 41,00 ribu truk, dan 872,30 ribu sepeda 

motor. 

b. Moda Transportasi Laut 

Provinsi Sumatera Selatan juga terdapat transportasi laut sebagai 

gerbang utama masuknya barang ke Provinsi Sumatera Selatan yang berupa 

peti kemas yang berada di Kota Palembang. Hal tersebut terjadi dikarenakan 

Pelabuhan Boom Baru telah beroperasi secara optimal. Sumatera juga 

memiliki pelabuhan penyeberangan yang menghubungkan antara Provinsi 

Sumatera Selatan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terletak di 

Tanjung Api-Api Kabupaten Banyuasin. 

c. Moda Transportasi Udara 

Akses transportasi udara menuju Provinsi Sumatera Selatan saat ini 

bisa dikatakan sudah berkembang dengan sangat baik ditandai dengan 

beroperasionalnya Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin 2 yang 

menjadi pintu masuk udara menuju Provinsi Sumatera Selatan. 
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B. Analisis  

1. Penyajian Data 

Data yang disajikan pada bab ini akan diuraikan secara deskriptif 

yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, maupun hasil survey 

kuesioner yang telah dilakukan. Adapun responden merupakan seluruh 

personil di Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan kelas II Palembang dan 

juga beberapa Agen dari perusahaan-perushaan yang akan membuat Surat 

Persetujuan Berlayar dengan menggunakan sistem INAPORNET. Agar 

lebih terarahnya penyajian data ini, maka peneliti akan menampilkan data 

berdasarkan pokok-pokok bahasan, yaitu sebagai berikut. 

a. Survei pemahaman Agen dalam penggunaan aplikasi INAPORTNET 

Tabel 4. 5 Hasil Formulir Survei Wawancara  Perusahaan Pelayaran 

NO Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaimana penerapan sistem inaportnet dalam 

pembuatan SPB di kantor KSOP Kelas II 

Palembang ? 

Penerapan sistem 

inaportnet dalam 

pembuatan SPB di Kantor 

KSOP Kelas II 

Palembang sudah berjalan 

dengan baik, akan tetapi 

masih terdapat kendala 

teknis dilapangan. 

2 Apa kendala yang anda rasakan saat 

menggunakan sistem inaportnet ? 

Kendala yang dirasakan 

adalah pengunggahan 

dokumen tertunda 

dikarenakan jaringan 

internet 

3 Apakah sistem inaportnet memberikan 

kemudahan dalam proses pembuatan SPB ? 

sistem ini memberikan 

kemudahan dikarenakan 

prosesnya lebih cepat 

4 Apakah menggunakan sistem inaportnet lebih 

efektif dibandingkan dengan sistem manual ? 

Sistem inaportnet lebih 

efektif 

5 Apakah ada saran mengenai penerapan sistem 

inapornet di wilayah KSOP Kelas II Palembang 

agar lebih optimal ? 

Saran penambahan 

internet dan wifi gratis di 

wilayah Kantor KSOP 

Kelas II Palembang 

                     Sumber : Olahan penulis (2023) 
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Tabel 4. 6 Hasil Rekaptulasi survei pemahaman agen dalam 

penggunaan aplikasi Inaportnet 

NO Pertanyaan SS S KS TS 5TS 

1 Apakah anda sudah menggunakan 

aplikasi inaportnet untuk penerbitan 

SPB dengan optimal ? 

0% 0% 33,3% 66,7% 0% 

2 Apakah penerbitan SPB melalui 

inaportnet lebih efektif 

dibandingkan dengan manual ? 

6,7% 80% 13,3% 0% 0% 

3 Apakah anda memahami cara 

penggunaan inaportnet untuk 

penerbitan SPB ? 

0% 20% 46,7% 33,3% 0% 

4 Apakah website inaportnet 

mempermudah penerbitan SPB di 

Kantor KSOP Kelas II Palembang ? 

6,7% 93,3% 0% 0% 0% 

5 Apakah terdapat kendala dalam 

penerbitan SPB secara online di 

Kantor KSOP Kelas II Palembang ? 

33,3% 66,7% 0% 0% 0% 

6 Kendala yang dialami saat 

menggunakan inaportnet dalam 

penerbitan SPB ? 

1. Jaringan internet yang tidak stabil 

2. Belum memahami prosedur 

penggunaan inaportnet 

3. Terjadi gangguan saat pengunggahan 
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dokumen 

4. Pengunggahan dokumen ditolak 

dikarenakan sertifikat kadaluarsa 

5. Belum adanya alat pembayaran non 

tunai di Kantor KSOP Kelas II 

Palembang 

6. Sistem mengalami eror atau down 

server 

7. Tidak adanya fasilitas atau tempat 

pengisian dokumen 

8. Aplikasi inapornet tidak bisa dibuka 

dikarenakan terkendala jaringan 

9. Waktu pengunggahan dokumen lama 

10. Gagal pada saat login ke aplikasi 

inaportnet 

    Sumber : Olahan penulis (2023) 

Ket : SS    = Sangat Setuju 

S     = Setuju 

KS  = Kurang Setuju 

STS = Sangat Tidak Setuju 
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2. Analisis Data 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis dari hasil 

observasi dan wawancara mengenai penerapan penggunaan Inaportnet 

dalam pelayanan penerbitan SPB oleh Kantor Syahbandar Otoritas 

Pelabuhan kelas II Palembang tentang hambatan-hambatan pada proses 

penerapan penggunaan Inaportnet dan upaya untuk mengatasi hambatan-

hambatan tersebut. 

a. Penerapan penggunaan Inaportnet dalam pelayanan penerbitan SPB 

oleh Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan kelas II Palembang. 

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan No 8 (tahun 2022). 

Tentang penerapan Inaportnet untuk pelayanan kapal dan barang di 

pelabuhan. Dalam penerapan penggunaan sistem Inaportnet di Kantor 

Syahbandar Otoritas Pelabuhan kelas II Palembang belum secara optimal 

dapat membantu pihak agensi dari perusahaan kapal untuk melakukan 

proses pelayanan penerbitan SPB karena masih terdapat hambatan-

hambatan teknis dalam penerapan penggunaan Inaportnet oleh pada 

Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan kelas II Palembang. Berdasarkan 

hasil survei mengenai pemahaman agen terhadap inaportnet didapatkan 

jawaban  33,3% kurang setuju dan 66,7% tidak setuju dari pertanyaan 

apakah anda sudah menggunakan aplikasi inaportnet untuk penerbitan 

SPB. Berarti secara rata-rata penggunaan aplikasi inaportnet belum 

optimal. Selanjutnya dihasilkan jawaban 6,7% sangat setuju, 80% setuju 

dan 13,3% kurang setuju dari pertanyaan apakah penerbitan SPB melalui 

inaportnet lebih efektif dibandingkan dengan manual. Secara keseluruhan 

jawaban dari responden dapat kita simpulkan bahwa penerbitan SPB lebih 

efektif dibandingkan dengan manual. Jawaban dari pertanyaan ketiga yaitu 

20% setuju, 46,7% kurang setuju dan 33,3% tidak setuju dengan 

pertanyaan apakah anda memahami cara penggunaan inaportnet untuk 

penerbitan SPB. Dalam penggunaan inaportnet responden masih banyak 

yang belum memahami secara keseluruhan prosedur penggunaannya. 

Selanjutnya terdapat jawaban 6,7% sangat setuju, 93,3% setuju mengenai 

pertanyaan apakah website inaportnet mempermudah penerbitan SPB di 

Kantor KSOP Kelas II Palembang. Jadi secara keseluruhan responden 
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setuju dengan pendapat bahwa inaportnet mempermudah penerbitan SPB 

di Kantor KSOP Kelas II Palembang. Pertanyaan selanjutnya 

mendapatkan jawaban 33,3% sangat setuju dan 66,7% setuju terdapat 

kendala dalam penerbitan SPB secara online di Kantor KSOP Kelas II 

Palembang.  

b. Kendala dalam penerapan penggunaan Inaportnet dalam pelayanan 

penerbitan SPB oleh pihak perusahaan kapal di Kantor Syahbandar 

Otoritas Pelabuhan kelas II Palembang. 

Belum optimalnya penerapan penggunaan Inaportnet pada 

pelayanan proses penerbitan SPB oleh pihak agen perusahaan kapal di 

Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan kelas II Palembang disebabkan 

karena masih terdapat adanya hambatan-hambatan teknis dalam 

penggunan Inaportnet. Berdasarkan survei terkait kendala yang dialami 

saat menggunakan inaportnet dalam penerbitan SPB didapatkan hasil yaitu 

Jaringan internet yang tidak stabil, belum memahami prosedur 

penggunaan inaportnet, terjadi gangguan saat pengunggahan dokumen, 

pengunggahan dokumen ditolak dikarenakan sertifikat kadaluarsa, belum 

adanya alat pembayaran non tunai di Kantor KSOP Kelas II Palembang, 

sistem mengalami eror atau down server, tidak adanya fasilitas atau tempat 

pengisian dokumen, aplikasi inapornet tidak bisa dibuka dikarenakan 

terkendala jaringan, waktu pengunggahan dokumen lama dan gagal pada 

saat login ke aplikasi inaportnet 

Hambatan yang terjadi dalam proses kepengurusan pelayanan 

penerbitan SPB oleh perusahaan kapal dengan menggunakan sistem 

Inaportnet menyebabkan perusahaan belum optimal dalam melakukan 

pelayanan penerbitan SPB. Pihak pengurus Kantor Syahbandar Otoritas 

Pelabuhan kelas II Palembang sudah melakukan upaya untuk 

menyelesaikan hambatan tersebut. Penjelasan akan di jelaskan oleh 

penulis pada pembahasan. 
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C. Pembahasan 

1. Prosedur dan Kelengkapan Berkas Pengajuan Permohonan Pembuatan 

Surat Persetujuan Berlayar dari Agen Perusahaan Kapal 

Berdasarkan survei terdapat kendala dalam pengunggahan 

dokumen dikarenakan tidak memenuhi persyaratan seperti sertifikat 

kadaluarsa maupun dokumen yang tidak sesuai dari segi 

administrasinya. Untuk penerbitan SPB melalui inaportnet diperlukan 

tata cara penerbitannya dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan agar 

kapal tersebut bisa berlayar dan memiliki SPB dari syahbandar. 

Menurut PM No 28 Tahun 2022 Langkah-langkah pembuatan Surat 

Persetujuan Berlayar ini ialah sebagai berikut : 

a. Pertama-tama Pemilik Kapal, operator Kapal, atau Nakhoda 

sebelum Kapal tiba di Pelabuhan wajib menyampaikan 

pemberitahuan kedatangan Kapal kepada Syahbandar dengan 

disertai surat, dokumen, dan warta Kapal. 

b. Surat dan dokumen Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling sedikit terdiri dari:  

1) Surat Ukur; 

Surat Ukur merupakan salah satu dokumen kelaiklautan 

kapal yang merupakan Status Hukum Kapal. Surat Ukur 

didapatkan setelah dilakukan pengukuran kapal. Pengukuran 

kapal merupakan proses awal dalam penerbitan surat-surat dan 

sertifikat-sertifikat kapal. 

Setiap kapal sebelum dioperasikan wajib dilakukan 

pengukuran untuk menentukan ukuran panjang, lebar, dalam, 

dan tonase kapal sesuai dengan metode pengukuran. Pengukuran 

kapal dilaksanakan oleh pejabat pemerintah yang telah 

memenuhi kualifikasi sebagai Ahli Ukur Kapal. 

Surat ukur diterbitkan untuk kapal dengan ukuran tonase 

kotor (GT) sekurang-kurangnya 7. Pengukuran kapal dilakukan 

untuk menetapkan ukuran dan tonase kapal, dimana tonase kapal 

terdiri dari : 

a) Tonase Kotor / Gross Tonnage (GT); 
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b) Tonase Bersih / Net Tonnage (NT). 

2) Surat Tanda Kebangsaan Kapal; 

Surat tanda kebangsaan kapal Indonesia adalah surat 

kapal yang memberi hak kepada kapal untuk dapat mengibarkan 

bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal. 

Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia tersebut 

diberikan dalam bentuk: Surat Laut ( kapal berukuran GT 175 

atau lebih ), Pass Besar ( kapal berukuran GT 7 sampai kurang 

dari GT 175 ), atau Pass Kecil ( kapal berukuran kurang dari GT 

7 ). 

3) Sertifikat Keselamatan Kapal; 

Sertifikat Keselamatan kapal adalah sertifikat yang 

dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut  untuk 

kapal yang telah memenuhi persyaratan material, konstruksi, 

bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan 

serta perlengkapan termasuk radio, dan elektronika kapal 

berdasarkan hasil pengujian dan pemeriksaan. 

4) Sertifikat Garis Muat; 

Sertifikat Garis Muat adalah sertifikat yang dikeluarkan 

oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk setiap kapal 

yang telah memenuhi persyaratan mengenai perhitungan jarak 

vertikal yang diukur pada tengah kapal dari sisi 

atas garis geladak lambung timbul ke arah bawah hingga sisi 

atas garis muat. 

Sertifikat Garis Muat (Load Line Certificate) Sertifikat 

yang menunjukkan garis muat suatu kapal, dikeluarkan 

berdasarkan ketentuan dari konvensi Internasional tentang garis 

muat kapal pada tahun 1966. Sertifikat ini diterbitkan oleh Biro 

Klasifikasi Indonesia (BKI). 

5) Sertifikat Pengawakan Kapal; 

Sertifikat pengawakan adalah sertifikat yang dikeluarkan 

oleh Direktorat Jendral Perhubungan Laut untuk 

awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan 



 

 

56 

 

kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional 

yang menerangkan jumlah awak kapal yang diwajibkan dan 

sertifkat keahlian. 

6) Dokumen Muatan; 

Merupakan surat persetujuan pengangkutan barang 

antara pengirim (Shipper) dan Perusahaan Pelayaran (Owner) 

dengan segala konsekuensinya yang tertera pada surat tersebut. 

Fungsi dari dokumen ini ialah sebagai dokumen perintah 

untuk melakukan pemuatan barang ke dalam kapal. Dokumen ini 

diberikan oleh perusahaan pengirim barang kepada pihak freight 

forwarder (Perusahaan Jasa Logistik). 

7) Surat Persetujuan Berlayar dari Pelabuhan asal. 

2. Proses Pembuatan Surat Persetujuan Berlayar dari Pihak Pemerintah 

yang dilegasikan pada Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan kelas II 

Palembang 

a. Petugas Syahbandar memeriksa berkas yang telah dilengkapi dan 

dikirimkan agen ke sistem inaportnet. 

b. Petugas Syahbandar memeriksa apakah pembayaran PNBP sudah 

dibayarkan oleh PT yang bersangkutan. 

c. Setelah berkas online sudah lengkap dan pembayaran telah 

dilakukan, Petugas Syahbandar dapat mengapprove atau menyetujui 

permohonan yang sudah diajukan agen ke pihak Kantor KSOP.  

d. Setelah di sistem inaportnet sudah disetujui Syahbandar maka agen 

dapat memberikan bukti fisik dokumen-dokumen kapal. 

e. Dokumen tersebut diperiksa langsung oleh petugas syahbandar di 

Kantor KSOP. 

f. Setelah pemeriksaan Syahbandar dapat mengeluarkan Surat 

Persetujuan Berlayar Online.  

3. Kendala yang dihadapi Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan  

Kelas II Palembang dalam Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan 

Berlayar : 

Surat Persetujuan Berlayar adalah Surat Persetujuan Berlayar 

adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar terhadap 
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setiap Kapal yang berlayar.Surat Persetujuan Berlayar  ini bertujuan 

agar Kapal yang telah berlayar sudah diperiksa dan memang merupakan 

kapal yang layak dari segi fisik maupun dari segi administrasinya 

menurut PM No 28 Tahun 2022. Dalam penerbitan Surat Persetujuan 

Berlayar diperlukan pemahaman agen dalam menggunakan inaportnet, 

kurangnya pemahaman agen menjadi salah satu kendala dalam 

penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. Kurangnya fasilitas internet 

yang memadai sehingga terjadinya eror pada saat mengunggah 

dokumen ke inaportnet. Terdapat surat dan dokumen yang tidak 

memenuhi persyaratan atau masa berlaku telah habis (kadaluarsa) 

sehingga tidak dapat melanjutkan penerbitan SPB sebelum surat 

tersebut diperpanjang masa berlakunya. Tidak adanya PMKU 

(Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha) pada bunker air sehingga 

penerbitan Surat Persetujuan Berlayar tidak dapat diproses. 

Dalam praktek penerapanya pihak agen perusahaan kapal tidak 

berjalan sesuai dengan tahapan penggunaan Inapotnet dalam 

pelayanaan penerbitan spb karena terdapat hambatan-hambatan dalam 

kelancaran penerapan penggunaan Inaportnet yaitu dalam penerapan 

penggunaan Inaportnet dalam pelayanan penerbitan oleh pihak agen 

perusahaan di Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan kelas II 

Palembang. Terdapat 3 (tiga) hambatan, yaitu sertifikat yang sudah 

kadaluarsa, kurangnya pelatihan dari pihak Syahbandar dan lemahnya 

jaringan koneksi internet. Berikut adalah penjelasan dari masing-

masing hambatan-hambatan tersebut : 

1) Sertifikat kapal yang kadaluarsa 

Dokumen atau sertifikat kadaluarsa menjadi salah satu 

hambatan dalam penerapan penggunaan inaportnet dalam pelayanan 

penerbitan spb. Sertifikat kadaluarsa adalah sertifkat yang telah habis 

masa berlakuknya. Sertifikat kapal memiliki masa berlaku yang 

berbeda beda dari satu sertifikat dengan sertifikat yang lain. 

Pihak agen harus melakukan komunikasi dengan nahkoda kapal 

ketika kapal dalam perjalanan menuju pelabuhan Boom Baru 

Palembang terkait dengan sertifikat kapal, apakah ada yang harus di 
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perpanjang atau tidak. Dengan menggunakan layanan sistem inaportnet 

semua sertifikat yang digunakan harus dalam keadaan berlaku sehingga 

dari pihak agen perlu adanya pemeriksaan sertifikat dahulu dan di 

lakukan pengecekan masa berlaku dari beberapa sertifikat kapal yang 

nantinya akan dibutuhkan untuk proses clereance menggunakan sistem 

inaportnet. Karena selain dokumen-dokumen kapal yang di unggah ke 

dalam sistem Inaportnet jumlahnya banyak, sertifikat kapal tersebut 

harus dalam keadaan masih berlaku.  

  Dalam penelitian yang di lakukan penulis pada saat melakukan 

praktek kerja lapangan di Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan kelas 

II Palembang pernah ditemukan adanya sertifikat kapal yang sudah 

kadaluarsa ketika kapal telah memasuki wilayah pelabuhan Boombaru 

Palembang. Dimana pihak agen mengetahui sertifikat Document off 

Complience (DOC) yang sudah kadaluarsa ketika agen sudah berada 

diatas kapal ketika melakukan pengambilan sertifikat-sertifikat yang di 

perlukan untuk melakukan kegiatan proses penerbitan spb. Pihak agen 

melakukan diskusi kepada nakhoda kapal untuk terlebih dahulu 

melakukan koordinasi dengan pihak pemilik kapal untuk segera 

melakukan perpanjangan masa berlaku sertifikat tersebut. Karena 

apabila ada salah satu sertifikat yang sudah kadaluarsa dari semua 

ketentuan sertifikat yang di butuhkan maka proses penerbitan SPB  

menggunakan sistem inaportnet akan terhambat.  

2) Kurangnya Pelatihan dan Sosialisasi penggunaan Inaportnet  

 Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

pelayaran, Syahbandar adalah pegawai atau pejabat pemeintah di 

pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan 

tertinggi untuk memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan 

tehadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang undangan untuk 

menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. 

 Dalam penerapan penggunaan sistem inaportnet yang 

merupakan sebuah sistem baru yang diberlakukan beberapa pelabuhan 

di Indonesia. Pihak agensi perusahaan kapal memiliki kendala akibat 

kurangnya pelatihan dan sosialisasi penggunaan inaportnet oleh pihak 
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kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan kelas II Palembang pihak 

pengguna layanan Inaportnet.  

Sistem Inaportnet yang tergolong baru bagi pihak pengguna jasa 

yang sebelumnya sudah terbiasa dengan menggunakan layanan secara 

manual dan kemudian harus menyesuaikan dengan beralih 

menggunakan sistem inaportnet, sehingga dalam praktek penerapan 

penggunaan Inaportnet beberapa pihak agensi perusahaan kapal yang 

tidak ikut dalam sosialisasi layanan sistem Inaportnet merasa belum 

begitu memahami tentang tahapan alur dalam menggunakan sistem 

inaportnet dan tentunya pihak pengguna jasa membutuhkan waktu yang 

lama untuk memahami dan menguasai tahapan alur proses penerbitan 

SPB dengan menggunakan sistem Inaportnet. Karena sosialisasi dan 

pelatihan yang dilakukan belum cukup banyak kepada pihak pengguna 

jasa Sehingga dalam penerapan penggunaan sistem inaportnet di 

Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan kelas II Palembang, sehingga 

beberapa pihak agensi perusahaan kapal yang tidak mengikuti 

sosialisasi pelatihan akan sering terjadi kesalahan dalam tahapan dan 

alur proses penerbitan SPB, mengunggah data maupun dokumen 

penunjang kedalam sistem Inaportnet. 

3) Koneksi kualitas jaringan internet yang lemah 

  “Inaportnet adalah sistem layanan tunggal secara elektronik 

berbasis internet / web untuk mengintegrasikan informasi 

kepelabuhanan yang standar dalam pelayanan baik secara fisik dari 

seluaruh instansi pemangku kepentingan di pelabuhan’’. (Peraturan 

Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 192, 2015).  

Internet merupakan satu komponen penting yang tidak bisa di 

pisahkan dengan sistem inaportnet. Koneksi kualitas jaringan internet 

yang lemah menjadi salah satu hambatan teknis di Kantor Syahbandar 

Otoritas Pelabuhan kelas II Palembang dan sangat berpengaruh dan 

berdampak terhadap kinerja pelayanan penerbitan SPB dengan 

menggunakan sistem inaportnet dan berdampak terhadap terhambatnya 

proses mengunggah dokumen-dokumen ke dalam sistem inaportnet itu 

sendiri, sehingga tidak efektif dan efisienya waktu karena lambatnya 
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koneksi jaringan internet yang mengakibatkan verifikasi dari instansi-

instansi terkait juga menjadi semakin lama.  

 Kelemahan sistem Inaportnet dalam hal permasalahan pada 

koneksi jaringan internet. Ketika proses pengunggahan dokumen 

menggunakan sistem inaportnet sedang berlangsung, kemudian 

jaringan koneksi internet seketika melemah, pihak pengguna sistem 

Inaportnet harus menunggu dalam waktu yang tidak menentu yang 

menyebabkan ktidak optimalnya dalam pelayanan penerbitan SPB 

dengan menggunakan sistem inaportnet. 

4. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi pada 

proses penerbitan SPB 

Upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan hambatan 

dalam penerapan penggunaan inaportnet dalam pelayanan penerbitan 

SPB oleh pihak agensi perusahaan kapal di Kantor Syahbandar Otoritas 

Pelabuhan kelas II Palembang yaitu: 

1) Menyediakan layanan perpanjangan sertifikat 

Melakukan perpanjangan sertifikat yang kadaluarsa. Ketika kapal 

dalam proses perjalanan menuju pelabuhan   Palembang, pihak staff 

operasional agen perusahaan yang bertugas harus melakukan 

koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pihak nahkoda kapal 

tentang dokumen apa saja yang di perlukan untuk melaksanakan proses 

penerbitan SPB, serta ada atau tidak nya sertifikat yang sudah atau akan 

masuk dalam masa kadaluarsa. Apabila terdapat sertifikat yang sudah 

kadaluarsa yang dapat menyebabkan terhambatnya proses penerbitan 

SPB dengan menggunakan sistem Inaportnet, Agar kejadian ketika 

kapal sudah masuk pelabuhan dan belum di ketahui adanya dokumen 

yang kadaluarsa tidak terulang kembali. Karena hal ini dapat 

menyebabkan tidak efisiensinya waktu dengan menggunakan aplikasi 

sistem inaportnet. Pihak kapal dalam hal ini nahkoda dapat mengajukan 

perpanjangan sertifikat yang sudah kadaluarsa tersebut kepada pihak 

agen untuk dilakukannya proses perpanjangan sertifikat yang sudah 

kadaluarsa, dengan sebelumnya pihak nahkoda telah melakukan 

koordinasi kepada pihak pemilik kapal, Sehingga proses penerbitan 
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SPB menjadi lancar.  

2) Diadakan sosialisasi dan pelatihan dengan mengundang agen 

pelayaran 

Kurangnya pelatihan dan sosialisasi penggunaan inaportnet dalam 

permasalahan tentang pengunaan sistem Inaportnet dapat diatasi 

dengan sudah dilakukanya pelatihan tambahan atau sosialisasi oleh 

pihak Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan kelas II Palembang setiap 

bulan agar dapat meminimalisir kesalahan dan dapat mengoptimalkan 

waktu secara efisien serta dapat meningkatkan ketrampilan petugas 

dalam mengoprasikan sistem layanan Inaportnet yang berujung 

meningkatnya pelayanan yang dapat diberikan oleh pihak pengguna 

jasa. 

3) Menambah kecepatan internet 

Penambahan kecepatan internet minimal 200 MBPS untuk 

menggunakan aplikasi Inaportnet melalui komputer. Penerapan 

penggunaan inaportnet itu sendiri sangat bergantung pada tingkat aspek 

konektivitas internet sehingga apabila konektivitas internet lemah maka 

hal itu dapat mengganggu penggunaan Inaportnet yang dapat 

merugikan perusahaan kapal itu sendiri dalam efiensi waktu pelayanan 

yang diberikan sehingga KSOP Kelas II Palembang merespon dengan 

menambah akses kecepatan berskala yang lebih besar sehingga 

kejadian yang dapat mengganggu proses pelayanan Inaportnet terkait 

lemahnya konektivitas sudah dapat di atasi oleh Kantor Syahbandar 

Otoritas Pelabuhan kelas II Palembang. 

4) Penambahan layanan customer service / help desk 1 x 24 jam 

Menyediakan layanan customer service secara langsung untuk 

berkonsultasi terkait masalah dan kendala dalam pelayanan SPB 

melalui Inaportnet dan pengadaan nomor layanan customer service 

untuk layanan secara online maupun otomatis.  

5) Perhatikan jenis file dan ukuran file dalam penguplodan dokumen 

Jenis file dan ukuran dile harus sesuai dengan persyratan yaitu 

format pdf dengan ukuran file 100-1000kb. 
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6) Menyediakan tempat pengisian dokumen 

Disarankan KSOP Kelas II Palembang membuat tempat yang 

nyaman untuk agen pelayaran mengisi dokumen, menyediakan kursi 

dan meja serta ruangan yang bersih dan nyaman. 

7) Kerjasama dengan pihak bank untuk menyediakan layanan 

pembayaran non tunai 

 Pihak KSOP Kelas Palembang menjalin kerjasama dengan bank 

terkait pembayaran non tunai. Agar agen pelayaran dibuatkan virtual 

account pembayaran untuk mempermudah transaksi pembayaran 

PNBP dikantor KSOP Kelas II Palembang. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisa dalam proses penerbitan surat persetujuan berlayar 

melalui inaportnet maka dapat disimpulkan yaitu : 

1. 80% belum optimal karena masih banyak perusahaan pelayaran yang belum 

mengerti prosedur penggunaan inaportnet. 

2. Masih terdapat kendala yang menghambat proses penerbitan SPB melalui 

inaportnet.  

3. Untuk kendala penggunaan inaportnet dari petugas penerbitan surat 

persetujuan berlayar tidak ada dan untuk aplikasi inaportnet berjalan dengan 

baik dan lancar.   

4. Proses penerbitan SPB dengan inaportnet ini sangat efektif dan mudah 

dilakukan jika Perusahaan pelayaran yang akan mengajukan penerbitan SPB 

tersebut sudah memahami secara keseluruhan cara menggunakan sistem 

inaportnet dan cara mengunggah berkas fisik menjadi online. 

B. Saran 

Ada beberapa saran agar penggunaan Sistem inaportnet dalam 

pembuatan SPB online optimal, antara lain : 

1. Mengadakan sosialisasi kepada perusahaan pelayaran atau agen 

pelayaran untuk melengkapi dokumen-dokumen persyaratan yang 

menjadi kewajiban dalam penerbitan surat persetujuan berlayar.  

2. Memberikan pelatihan kepada agen pelayaran yang tidak memahami cara 

penggunaan inaportnet dan cara pengunggahan dokumen. 

3. Pemberian akses internet dan komputer untuk agen pelayaran yang 

mengalami kendala teknis seperti dokumen tidak bisa diunggah, tidak 

bisa login ke akun inaportnet  serta kendala teknis lainnya. 

4. Pemberian layanan customer service online maupun secara langsung dan 

tempat tunggu yang nyaman kepada agen yang akan mengajukan 

permohonan surat persetujuan berlayar online dengan sistem inaportnet. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 Surat Ukur Internasional 
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Lampiran 2 Surat Laut 
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Lampiran 3 Sertifikat Keselamatan 
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Lampiran 4 Sertifikat Garis Muat 
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Lampiran 5 Sertifikat Keselamatan Pengawakan 
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Lampiran 6 Dokumen Muatan 
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Lampiran 7 Surat Persetujuan Berlayar Pelabuhan Asal 

 

 

 


